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DPRD PENYIDIK KEJATI NTB EKSPOSE
i
 KASUS KORUPSI JAGUNG 

 

Sumber: https://www.bing.com/ 

 

Mataram (Inside Lombok) – Penyidik Pidana
ii
 Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat 

(NTB) melakukan ekspose atau gelar perkara
iii
 terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada proyek 

pengadaan benih jagung tahun 2017. “Dari hasil gelar perkara, penyidik diminta untuk melakukan 

pendalaman lebih lanjut terhadap alat bukti yang sebelumnya telah dikantongi,” kata Juru Bicara Kejati 

NTB Dedi Irawan di Mataram, Kamis. 

Pendalaman tersebut, menurut dia, untuk menentukan langkah penyidik dalam menetapkan peran 

tersangka. “Jadi pendalaman ini untuk menguatkan alat bukti dalam penetapan tersangka. Kemungkinan 

pekan depan sudah ada status penetapan (tersangka),” ujarnya. 

Dalam penanganan kasus yang berasal dari hasil pelimpahan Kejagung RI, Kejati NTB menyiapkan dua 

tim yang seluruhnya beranggotakan belasan penyidik pidsus. Sepanjang penyidikannya, pihak kejaksaan 

telah memeriksa saksi-saksi. Sejumlah pejabat pertanian di NTB, pelaksana proyek dari dua perusahaan 

swasta, dan pendistribusi benih jagung yang berdomisili di Jawa Timur telah diperiksa. 

Dokumen rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tani dan surat keputusan calon petani calon 

lokasi (CPCL) juga masuk dalam rangkaian pemeriksaan penyidik
iv
. Selain itu, penyidik juga telah 

meminta bantuan dari manajemen perbankan serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 

(PPATK) untuk menelusuri aliran uang. Hulunya dimulai dari pencairan anggaran proyek yang nilainya 

mencapai Rp29 miliar. Terkait dengan kerugian negara dalam kasus ini, Dedi menyatakan bahwa 

pihaknya belum dapat menyampaikannya. Begitu juga dengan asal-usul dan keterlibatan para pihak yang 

menyebabkan munculnya angka kerugian negara tersebut. 

https://www.bing.com/


Catatan Berita Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi NTB 2021/LRN  2 

 

 

 

 

 

Pengadaan benih dalam program budidaya jagung skala nasional pada tahun 2017 yang datang dari Ditjen 

Tanaman Pangan Kementan ini, NTB mendapat kuota tanam seluas 400.805 hektare dengan target panen 

380.765 hektare. Pengadaannya tersebar di seluruh kabupaten/kota yang ada di NTB dengan anggaran 

mencapai Rp29 miliar dari jumlah pengadaan skala nasional yang nilainya Rp170 miliar. 

Penyalurannya dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama dengan anggaran Rp17 miliar 

dilaksanakan oleh pemenang proyek dari PT SAM dan tahap kedua senilai Rp12 miliar oleh PT WA. 

Namun dalam prosesnya, muncul temuan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P) 

NTB terkait 190 ton benih jagung yang dikabarkan tidak sesuai dengan spesifikasi pengadaan. Ada yang 

rusak sehingga dikembalikan oleh kelompok tani. Munculnya temuan itu menjadi dasar Tim Satuan 

Tugas Khusus (Satgasus) Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (P3TPK) 

Kejagung RI melakukan pengumpulan data dan bahan keterangan. Pada proses tersebut, sejumlah pejabat 

pertanian di NTB dan pelaksana proyek pernah memberikan klarifikasi. Proses yang dilaksanakan tim 

dari Kejagung RI itu berlangsung di Kota Mataram. (Ant). 

 

 

Sumber berita: 

1. https://insidelombok.id/kriminal/penyidik-kejati-ntb-ekspose-kasus-korupsi-jagung, Diakses 7 

Januari 2021; 

2. https://www.antaranews.com/berita/1932164/penyidik-kejati-ntb-ekspose-kasus-korupsi-jagung,  

Diakses 7 Januari 2021 

 

Catatan: 

Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice 

system). Secara formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan 

terlapor. Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan.
1
 Mekanisme gelar 

perkara dilaksanakan dengan cara: 

a. gelar perkara biasa; dan 

b. gelar perkara khusus.
2
 

                                                           
1
 Hasanah Sovia, Gelar perkara dan seluk beluknya, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt582d807d2f16c/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya/ 
2
 Hasanah Sovia, Gelar perkara dan seluk beluknya, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt582d807d2f16c/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya/ 

https://insidelombok.id/kriminal/penyidik-kejati-ntb-ekspose-kasus-korupsi-jagung
https://www.antaranews.com/berita/1932164/penyidik-kejati-ntb-ekspose-kasus-korupsi-jagung,%20%20Diakses%207%20Januari%202021
https://www.antaranews.com/berita/1932164/penyidik-kejati-ntb-ekspose-kasus-korupsi-jagung,%20%20Diakses%207%20Januari%202021
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Dalam pengertian akademis, gelar perkara ini oleh beberap pakar di difiniskan antara lain Frans Hendra 

Winarta, dalam artikel Gelar Perkara Bagian dari Sistem Peradilan, memandang gelar perkara adalah 

bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara 

formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Jika 

tidak menghadirkan pelapor dan terlapor maka gelar perkara yang dilakukan, dapat cacat hukum. 

Menurut pasal 15 Perkapolri 14/2012 tentang gelar perkara adalah merukan suatu rangkian 

kegiatan penyidikan. Adapun tahapannya penyidikan meliputi: 

a. penyelidikan; 

b. pengiriman SPDP; 

c. upaya paksa; 

d. pemeriksaan; 

e. gelar perkara; 

f. penyelesaian berkas perkara; 

g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum; 

h. penyerahan tersangka dan barang bukti; 

i. penghentian Penyidikan
3
 

Gelar perkara biasa dilaksanakan dengan tahap: 

a. awal proses penyidikan; 

b. pertengahan proses penyidikan; dan 

c. akhir proses penyidikan
4
 

 

Disclaimer: 

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan 

merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB 

 

 

Endnote/ Catatan Akhir 

                                                           
i ekspose/eks·po·se/ /éksposé/ n 1 pernyataan (pengungkapan, penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan; 2 

penyingkapan (pengungkapan) sesuatu yang dapat mengurangi kepercayaan atau martabat 

                                                           
3
 Pasal 45 ayat (2) Perkapolri 12/2012 tentang manajemen Penyidikan Tidak Pidana 

4
 Pasal 70 ayat  (1) Perkapolri 12/2012 tentang manajemen Penyidikan Tidak Pidana 
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ii pidana/pi·da·na/ n Huk kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan sebagainya); kriminal: perkara -- , perkara 

kejahatan (kriminal) [vide; https://www.kbbi.web.id/pidana] 
iii Gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system). Secara 

formal, gelar perkara dilakukan oleh penyidik dengan menghadirkan pihak pelapor dan terlapor. Gelar perkara merupakan salah 

satu rangkaian kegiatan dari penyidikan. [vide: Gelar Perkara dan Seluk Beluknya, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt582d807d2f16c/gelar-perkara-dan-seluk-beluknya/] 
iv “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang 
khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.” [vide: Pasal 1 angka 1 KUHAP] 


